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Abstrak— Pemerintahan daerah sebagai lembaga pelayanan
publik dalam rangka menciptakan nilai tambah dan
meminimalkan risiko membutuhkan manajemen pengelolaan
semua sumber daya Teknologi Informasi (T1) yang efisien dan
efektif antara lain melalui IT Governance (tata kelola TI) yang
menjadi aset penting bagi sebuah organisasi. Berdasarkan
tujuannya, audit Tata kelola TI memiliki tujuan yang berbeda
dengan tiga jenis audit berdasarkan UU No. 15 tahun 2004,
karena audit ini bertujuan khusus untuk memeriksa pengelolaan
seluruh sumber daya Tl (termasuk di dalamnya manajemen
organisasi dan pimpinan), apakah dapat mendukung dan sejalan
dengan strategi bisnis. Pada penelitian ini dihasilkan suatu model
rekomendasi IT Governance guna meningkatkan kinerja Tl pada
layanan Pemerintahan Daerah Propinsi Maluku Utara.
Perancangan IT Governancepada penelitian ini menggunakan
framework COBIT (Control Objective for Information and
Related Technology) dan framework IT Security sehingga
mampu memberikan peningkatan kinerja pelayanan TI
Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Masyarakatnya.

Kata kunci: Tata Kelola Tl, COBIT 5

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) menjadi sebuah sifat yang harus dimiliki disemua
organisasi modern di dunia saat ini, termasuk didalamnya
organisasi pemerintahan. Penggunaan tatakelola TIK di
organisasi pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah
dapat meningkatkan ke-efektifan, ke-efisienan, transparansi
dan akuntabilitas pada sebuah “Good Governance”[1].

Sistem Informasi merupakan kumpulan sumberdaya dan
jaringan prosedur yang saling berkaitan secara terpadu,
terintegrasi dalam suatu hubungan hirarkis tertentu [2]. Audit
adalah proses pengumpulan dan penilaian bahan bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian
informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan
dilakukan oleh orang berkompeten dan independent [2].
Aktivitas audit dilakukan untuk memastikan pengelolaan
sistem informasi sehingga terarah dalam kerangka perbaikan
berkelanjutan [3]. Audit sistem informasi memerlukan standar
pengukuran. Standar audit sistem informasi tersebut dapat
mengukur keselarasan antara proses bisnis, aplikasi, dan
strategi bisnis perusahaan.
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Teknologi Informasi (T1) yang begitu pesat telah banyak
dimanfaatkan oleh berbagai organisasi dunia (termasuk di
dalamnya institusi pemerintahan). Pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-
government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu, sesuai dengan tujuan pengembangan e-government di
Indonesia berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003, adalah untuk

mengembangkan  penyelenggaraan  kepemerintahanyang
berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan Kkualitas
layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui

pengembangan e-government dilakukan penataan sistem
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

IT Governance merupakan bagian terkait dengan
corporate Governance. Beberapa hal mendasar jika
dibandingkan dengan corporate Governance adalah IT
Governance berkaitan dengan bagaimana top manajemen
memperoleh keyakinan bahwa Manager Sistem Informasi
(Chief Information Officer) dan organisasi Tl dapat
memberikan return berupa value bagi organisasi. Untuk itu,
agar usaha pemanfaatan TI berjalan seperti yang diharapkan
tentunya diperlukan tata kelola Tl yang baik.Keberhasilan IT
Governance (tata kelola TI) sangat ditentukan oleh
keselarasan penerapan Tl dan tujuan organisasi. TI menjadi
isu penting dalam strategi pengembangan dan peningkatan
kinerja organisasi.Perubahan teknologi yang cepat menuntut
keputusan TI yang tepat waktu. Evolusi lingkungan T saat ini
merupakan proses adaptasi alami menyesuaikan dengan
lingkungan bisnisnya.

Berbagai model best practices tatakelola T1 di dunia telah
banyak diperkenalkan, seperti: COSO, COBIT, ITIL, IT
Security, National Institute of Standards and Technology
(NIST), British Standard Institution (BSI) Baselines, ISO/IEC
27002, ISO/IEC 385000, dan lain-lain. Masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan [4][5].

Tatakelola Teknologi Informasi (T1) yang sukses adalah
yang tercermin dari keselarasan dalam penerapan Tl dan
tujuan organisasi. Keselarasan Tl menjadi sebuah isu penting
dalam pengembangan strategi dan peningkatan kinerja sebuah
organisasi untuk mendapatkan rencana strategis (renstra) dan
menjalankan organisasi dalam sebuah model yang membantu
merealisasikan arah dan tujuan bisnisnya [4].
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Penelitian tentang tatakelola TI saat ini melaporkan
banyak tentang model-model kerangka kerja tatakelola TI,
dimana yang satu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing yang dapat di kombinasikan. Sebuah penelitian pada
sebuah perbandingan dari berbagai standar kerangka kerja
yang digunakan untuk tatakelola TI dalam sebuah daftar
urutan untuk mendeteksi ketidak lengkapan dan titik temu
dalam sebuah urutan prioritas kerja dan implementasinya
[5][6]. Metode Kerangka kerja COBIT memiliki kelebihan
dalam aspek pengontrolan praktis dari struktur organisasi di
tingkat enterprise IT sehingga hal itu dapat kombinasikan
dengan IT Secutity sebuah metode yang memiliki keunggulan
dalam aspek keamanan teknologi informasi yang saat ini
menjadi isu krusial di bidang pemerintahan. Pada makalah ini
mengevakuasi tatakelola TI di pemerintahan provinsi Maluku
Utara.

I1. CONTROL OBJECTIVE FOR INFORMATION

RELATED TECHNOLOGY (COBIT)

Alat yang komprehensif untuk menciptakan adanya IT
Governance di organisasi adalah penggunaan COBIT yang
mempertemukan kebutuhan beragam manajemen dengan
menjembatani celah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol,
dan masalah-masalah teknis TI. COBIT menyediakan
referensi best business practice yang mencakup keseluruhan
proses bisnis organisasi dan memaparkannya dalam struktur
aktivitas-aktivitas logis yang dapat dikelola dan dikendalikan
secara efektif.

Tujuan utama COBIT adalahmemberikan kebijaksanaan
yang jelas dan latihan yang bagus bagi IT Governance bagi
organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen
senior untuk memahami dan mengatur resiko—resiko yang
berhubungan dengan TI. COBIT melakukannya dengan
menyediakan kerangka kerja IT Governance dan petunjuk
kontrol objektif yang rinci bagi manajemen, pemilik proses
bisnis, pemakai dan auditor.

A. Kerangka Kerja COBIT

COBIT adalah kerangka IT Governance yang ditujukan
kepada manajemen, staf pelayanan TI, control department,
fungsi audit dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis.
Hal ini untuk memastikan agar data serta informasi sensitif
dan kritis meiiki sifat confidentiality, integrity dan
availability. Konsep dasar kerangka kerja COBIT adalah
bahwa penentuan kendali dalam Tl berdasarkan informasi
yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis dan
informasi yang dihasilkan dari gabungan penerapan proses Tl
dan sumber daya terkait. Dalam penerapan pengelolaan TI
terdapat dua jenis model kendali, yaitu model kendali bisnis
dan model kendali TI. COBIT mencoba untuk menjembatani
kesenjangan dari kedua jenis kendali tersebut.

Pada dasarnya kerangka kerja COBIT terdiri dari 3
tingkat control objectives, yaitu activities dan tasks, process,
and domains. Activities dan tasks merupakan kegiatan rutin
yang memiliki konsep daur hidup, sedangkan task merupakan
kegiatan yang dilakukan secara terpisah. Selanjutnya
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kumpulan activity dan task ini dikelompokkan ke dalam
proses Tl yang memiliki permasalahan pengelolaan Tl yang
sama dikelompokan ke dalam domain.

B. COBIT5

Versi terbaru dari COBIT adalah COBIT 5, yang baru-
baru ini diperkenalkan [7]. Dengan demikian, analisis dan
perbandingan antara konsep COBIT 5 dan literatur yang ada
dapat membantu para peneliti memahami kesenjangan antara
dunia praktis dan dunia akademis. COBIT 5 adalah versi
terbaru dan memiliki sejumlah literatur akademik yang
membahas tentang hal itu. COBIT 5 diperkenalkan sebagai
kerangka kerja untuk "Enterprise IT Governance" daripada
sekedar "IT Governance". Enterprise IT Governance sebagai
konsep yang mirip dengan tata kelola TI tetapi lebih
menekankan pada keterlibatan dan tanggung jawab dari sisi
bisnis dari pada sisi teknis [7].

COBIT 5 ini dirancang untuk menjadi kerangka
terintegrasi yang dapat digunakan untuk kedua hal yaitu aspek
pemerintahan  dan  aspek  manajemen. COBIT 5
mendefinisikan ~ governance  sebagai:  "pemerintahan
memastikan bahwa pemangku kepentingan kebutuhan, kondisi
dan pilihan yang dievaluasi untuk menentukan keselarasan,
setuju-pada tujuan perusahaan yang ingin dicapai; menetapkan
arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan; dan
memantau Kinerja dan kepatuhan terhadap kesepakatan arah
dan tujuan [7]. Prinsip pada COBIT 5 ditunjukan pada
Gambar. 2.1

1. Meeting
Stakeholder
Needs

5. Separating
Goverance
from
Management

2. Covering
the
Enterprice
End-to-End
COBITS

Principle

3. Applying a
Single
Integrated
Framework

4. Enabling a
Holistic
Approach

Gambar. 2.1. Prinsip COBIT 5

Prinsip-prinsip pada COBIT 5 yaitu Meeting Stakeholder
Needs artinya organisasi yang memiliki tujuan dan proses
bisnis harus mempertemukan kebutuhannya dengan kebutuhan
stakeholder atau mitra dalam masyarakat. Prinsip kedua
tentang Convering the Enterprice End-to-End artinya COBIT
5 menawarkan itegrasi antara aspek manajemen dan aspek
tatakelola T1. Kemudian integrasi ini meningkatkan tatakelola
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organisasi menjadi tatakelola enterprice IT. Prinsip ketiga
adalah Appliying a Single Integrated Framework yaitu
bagaimana menerapkan sebuah kerangka kerja yang terpadu.
Prinsip ke empat adalah enabling a Holistic Approach yaitu
pendekatan solusi dengan pengaktifan 7 prinsip dari aspek
sumberdaya yang ada di sebuah enterprice IT. Serta prinsip
Ke-lima adalah Separating Goverance from management,

yaitu memadukan aspek manajemen menjadi tatakelola
enterprice IT.
C. Model Maturity

COBIT melihat bahwa menerapkan mekanisme

governance secara efektif tidaklah mudah, namun harus
melalui berbagai tahap maturity (kematangan) tertentu. Model
maturity untuk mengontrol proses IT, sehingga manajemen
dapat mengetahui dimana posisi organisasi sekarang, dan
diposisi mana organisasi ingin berada. Paling tidak posisi
maturity sebuah organisasi terkait dengan keberadaan dan
kinerja proses IT governance dapat dikategorikan menjadi
enam tingkatan, yaitu:

a. 0 Non exixtent (tidak ada), merupakan posisi kematangan
terendah, yang merupakan suatu kondisi dimana organisasi
merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses IT
Governance yang baku, sehingga tidak ada sama sekali
pengawasan terhadap IT Governance yang dilakukan oleh
organisasi.

b. 1 Initial (Inisialisasi), sudah ada beberapa inisiatif
mekanisme perencanaan, tata kelola, dan pengawasan
sejumlah IT Governance yang dilakukan, namun sifatnya
masih ada ad hoc, sporadic, tidak konsisten, belum formal,
dan reaktif.

c. 2 Repeatable (dapat diulang), kondisi dimana organisasi
telah  memiliki  kebiasaan yang terpola  untuk
merencanakan dan mengelola IT Governance dan
dilakukan secara berulang-ulang secara reaktif, namun
belum melibatkan prosedur dan dokumen formal.

d. 3 Defined (ditetapkan), pada tahapan ini organisasi telah
memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai
tata cara dan manajemen IT Governance, dan telah
terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik
diseluruh jajaran manajemen.

e. 4 Managed (diatur), merupakan kondisi dimana
manajemen organisasi telah menerapkan sejumlah
indicator pengukuran kinerja kuantitatif untuk memonitor
efektivitas pelaksanaan manajemen IT Governance.

f. 5 optimised (diptimalisasi), level tertinggi ini diberikan
kepada organisasi yang telah berhasil menerapkan prinsip-
prinsip governance secara utuh dan mengacu best practice,
dimana secara utuh telah diterapkan prinsip-prinsip
governance,  seperti  transparency, accountability,
responsibility,dan fairness.

Dengan adanya maturity level model, maka organisasi
dapat mengetahui posisi kematangannya saat ini, dan secara
terus menerus serta berkesinambungan harus berusaha untuk
meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek
governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara
efektif [8].
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I11. METODE
Berbeda dengan audit keuangan, audit kinerja dan audit

dengan tujuan tertentu, lingkup audit tata kelola TI tidak dapat
dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara utuh
dengan melibatkan semua bagian instansi yang menggunakan
sumber daya TI. Setiap langkah audit IT Governance yang
diusulkan berpedoman pada ruang lingkup best practices
bidang IT Governance. Selanjutnya, auditor yang melakukan
audit tata kelola TI dituliskan sebagai Auditor TI. Kerangka
kerja dan langkah-langkah proses audit Tl yang diusulkan,
meliputi:

1. Pra audit, auditor Tl harus memasTlan dengan jelas
lingkup dan tanggung jawab pekerjaan, termasuk definisi
yang jelas tentang bidang fungsional dan isu-isu yang akan
dibahas, serta kemudahan akan akses data dan informasi
yang dibutuhkan.

2. Perencanaan, auditor TI harus memiliki informasi tentang
struktur dan tanggung jawab masing-masing bagian tata
kelola TI, mengidentifikasidan memiliki pemahaman
umum atas proses tata kelola Tl yang berjalan dan
informasi rencana strategi sistem informasi. Tujuan audit
Tata Kelola TI harus difokuskan pada penilaian tingkat
keselarasan dan integrasi strategi T1 dengan strategi bisnis,
penilaian terhadap output komponen Tl dan nilai tambah
yang disediakan organisasi. Ruang lingkup audit harus
mencakup proses-proses audit yang relevan untuk
perencanaan, pengorganisasian dan proses pemantauan
aktivitas TI. Tim Auditor TI harus memiliki keahlian dan
kompetensi yang memadai.

3. Pelaksanaan, yaitu mengumpulkan bukti yang paling
relevan dan spesifik, auditor Tl menganalisis dan menilai
area kritis yang diidentifikasi dalam langkah perencanaan,

berupa: Proses Perencanaan Strategis Bisnis; Proses
Perencanaan Strategis TI; Manajemen Layanan TI;
Manajemen Investasi TI; Manajemen Proyek TI;

Manajemen Risiko TI; Proses Pengukuran Kinerja TI,
sesuai dengan standar dan aturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pelaporan, vyaitu panduan audit tata kelola TI
merekomendasikan bahwa laporan audit harus mencakup
a). Deskripsi prosedur kunci manajemen tingkat atas dan
dokumen pendukung terkait telah dibentuk untuk
menyediakan sistem pengelolaan Tl yang efektif, b).
Informasi utama tentang risiko yang tidak terkendali,c).
Informasi pada setiap struktur kontrol yang tidak efektif
dan tidak efisien, d). Informasi tentang ketidak patuhan
apapun sesuai kebijakan organisasi atau aturan perundang-
undangan, e). Kesimpulan Auditor secara menyeluruh
tentang tata kelola TI sebagaimana didefinisikan dalam
referensi.
Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian
adalah:
1. Data informasi keberadaan perangkat Teknologi Informasi
di Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.
2. Rencana Strategis Pemerintah Daerah Propinsi Maluku
Utara untuk perencanaan tata kelola TI.
3. Kuesioner.

ini
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Kuisioner dalam penelitian ini dibuat menggunakan model
pengukuran ordinal skala likert. Ukuran dalam model ini
meliputi ukuran ordinal dan ukuran nominal. Ukuran
ordinal merupakan angka yang diberikan dimana angka
tersebut mengandung pengertian tingkatan. Ukuran
nominal digunakan untuk mengurutkan obyek dari
tingkatan terendah sampai tertinggi. Ukuran ini tidak
memberikan nilai absolut terhadap obyek, tetapi hanya
memberikan urutan tingkatan dari tingkat terendah sampai
dengan tingkat tertinggi saja. Nilai tingkatan yang
digunakan terdapat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Tingkatan
Nilai Keterangan
1 Sangat tidak baik
Kurang baik
Cukup
Baik
Sangat baik

Ol wWiN

Sedangkan nilai absolut yang merupakan nilai model
maturity dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Nilai Absolut Model Maturity
Nilai | Keterangan

0 Tidak ada
Inisialisasi
Dapat diulang
Ditetapkan
Diatur
Dioptimalisasi

g lwINF-

Selanjutnya merelasikan antara nilai tingkatan dan nilai
absolut yang dilakukan dengan perhitungan  untuk
mendapatkan nilai rata-rata menggunakan formula matematika
sebagai berikut :

Persamaan matematik untuk menentukan nilai rata — rata
adalah :
1. Untuk pemetaan control COBIT 5

1)

2. Untuk prinsip Cobit 5 dan Keamanan TI

)

Sedangkan skala pembulatan nilai rata - rata pemetaan
ketingkat model maturity terdapat pada tabel 3.3 [7].

Tabel 3.3 Skala Pembulatan

Skala Pembulatan | Tingkat Model Maturity
4,51 5,00 5 — Dioptimalisasi
3,561 —4,50 4 — Diatur
2,51 - 3,50 3 — Ditetapkan
1,51-250 2 - Dapat diulang
0,51-1,50 1 — Inisialisasi
0,00 - 0,50 0 - Tidak Ada

IV. HASIL

Integritas dan validitas data sangat diperlukan untuk
melaksanakan layanan yang ditugaskan kepada bidang
Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi (Masiskom)
Dinas Diskominfo Pemprov Maluku Utara, yaitu mencakup
data dan informasi, informasi keuangan, sumber daya
manusia, registrasi, kegiatan pelayanan Pemprov Maluku
Utara, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pada banyak dan
pentingnya data-data tersebut, maka adanya suatu sistem
informasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh bidang
Masiskom menjadi suatu hal yang sangat penting. Akan tetapi,
hal ini tidak menutup kemungkinan bagi bidang Masiskom
untuk bekerja dengan baik dengan menggunakan sistem
informasi yang ada pada saat ini.

A. Analisis kondisi manajemen TI saat ini

Kondisi kemampuan manajemen TI saat ini di Mansiskom
dapat diidentifikasi melalui analisis tingkat kematangan yang
mengacu pada tingkat kematangan COBIT 5 khususnya
domain penyampaian dan dukungan serta domain pengawasan
dan evaluasi seperti ditunjukan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar Nilai Tingkat Kematangan Tl

Tingkat Nilai Keterangan
Kematangan Kematangan

0-Non- Existent 0,00-0,50 Tidak ada proses Tl

1-Initial/Ad Hoc 0,51-1,50 Dilakukan, tetapi tidak ada
prosedur

2- Repeatable 1,51-2,50 Dilakukan, tetapi belum baku

but Intuitive

3-Defined 2,51-3,50 Dilakukan dan sudah baku

Process

4-Managed And 3,51-4,50 Dilakukan ada prosedur, dan

Measurable baku serta ada monitoring

5-Optimised 4,51 -5,00 Sempurna,IT berjalan dengan
baik dan instansi/ perusahaan
cepat beradaptasi terhadap
perubahan)

B. Perhitungan tingkat kematangan pemetaan control

1. Detail Nilai Setiap Subdomain

- APO1 Manage The IT Management Framework

Hasil Perhitungan dari domain APO1 berdasarkan data hasil
wawancara di bidang Masiskom adalah seperti ditampilkan
pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Evaluasi APO1

Domain Keterangan Hasil
Perhitungan
APO1.1 Define the organitational 1.00
struktur
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- APO2 Manage Strategy

C. Rangkuman tingkat kematangan pemetaan control

Hasil Perhitungan dari domain APO2 adalah seperti Dari hasil perhitungan setiap domain diatas dijabarkan
ditampilkan pada tabel 4.3. dalam tabel 4.8.
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Evaluasi APO2 Tabel 4.8 Hasil Tingkat Kematangan Domain APO dan MEA
Domain Keterangan Hasil Domain Keterangan Hasil Tingkat
Perhitungan Domain perhitungan kematangan
APQ2.5 | Define the strategic plan and 2.25 APO1 | Menetapkan 1.00 Initial/Ad Hoc
road map kerangka kerja
] ] manajemen T
- AP_O3 Mapage Enterprl.se Archltecture . APO2 | Menetapkan 205 Repeatable
I—[asﬂ -Perhltungan dari domain APO3 adalah seperti strategi but Intuitive
ditampilkan pada tabel 4.4. APO3 | Menetapkan 2.17 Repeatable
. . . arsitektur instansi but Intuitive
Tabel 4:4. Hasil Perhitungan Evaluasi APO3 . APO7 | Mengelola sumber 167 Repeatable
Domain Keterangan #asn daya manusia but Intuitive
APO34 Define architecture Per 2|.ti17ngan APO11 Mengatur kualita_s 0.90 Initial/Ad Hoc
implementation MEAL1 | Monitor Evaluasi 2.25 Repeatable
Assess but Intuitive
- APO7 Manage Human Resource 2. Rata - Rata 17 Repeatable
Hasil Perhitungan dari domain APO7 adalah seperti but Intuitive
ditampilkan pada tabel 4.5. . . . .
Setelah dilakukan penghitungan tingkat kematangan, dari 6
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Evaluasi APO7 proses yang terdapat pada domain pemetaan control (PC),
Domain Keterangan Hasil terdapat 4 proses diantaranya mempunyai tingkat kematangan
APO7 3 Maintain the skills and 167 saat ini pada tingkat 2-Repeatable but Intuitive yang artinya
competencies of personnel proses itu dilakukan, tapi belum baku. Dan sisanya sebanyak 2

- APO11 Manage Quality
Hasil Perhitungan dari
ditampilkan pada tabel 4.6.

domain APO11 adalah seperti

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Evaluasi APO11

Domain Keterangan Hasil

APQO11.2 Define and manage quality
standards,pratices and
procedures

0.90

2. MEA1 Monitor,Evaluate, and Assess
Hasil Perhitungan dari domain MEAL
ditampilkan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Evaluasi MEA1

adalah seperti

Domain Keterangan Hasil

MEA1.2 Set performance and 2.25

conformance targets

Hasil perhitungan di domain APO1, APO2, APO3, APO7,
APO11 dan MEAL berdasarkan skor hasil data kuisioner yang
dibagikan pada staf bidang Masiskom dan kepala dinas
Dishubkominfo Pemprov Maluku Utara di dapatkan data
pemetaan kontrol berdasarkan COBIT 5 yang sadang
berlangsung di lapangan saat ini.
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proses mempunyai tingkat kematangan saat ini pada tingkat 1-
Initial/Ad Hoc yang artinya tingkat kematangan tersebut
dilakukan tetapi tidak ada prosedur. Secara grafis hasil
tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1.

3,00

2,50 2,25 2,25

2,17

2,00 1.67
1,50
1,00

0,50

0,00

HAPO1 mAPO2 mAPO3 mMAPO7 mAPO11 mMEAL

Gambar 4.1 Grafik pemetaan control COBIT 5

Dari gambar 4.1 grafik pemetaan control cobit 5 di atas

menunjukan bahwa:

1. 3,00 merupakan tingkat kematangan yang diharapkan.
Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan (to-be)
bertujuan untuk memberikan acuan untuk pengembangan
manajemen teknologi informasi di Bidang Mansiskom
Dishubkominfo. Alasan nilai yang ingin dicapai sebesar 3
adalah melihat kesiapan kantor dalam bidang manajemen
teknologi informasi, dan pengelolaan SDM Fokus
instansi pada tahun 2016 masih pada penyelenggaraan dan
perbaikan transportasi sehingga dana dalam perbaikan dan
pengembangan teknologi informasi menjadi terbatas.
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Sehingga penilaian harus dilakukan secara bertahap untuk
mencapai nilai 5 (optimized).

2. Untuk domain APO1 atau proses menetapkan kerangka
kerja manajemen TI didapatkan nilai 1,00 artinya proses
ini masih berada pada tingkat kematangan Inisialisasi/ad
Hoc yakni sudah ada beberapa inisiatif mekanisme
perencanaan, tata kelola, dan pengawasan sejumlah IT
Governance yang dilakukan, namun sifatnya masih ad hoc,
tidak konsisten, belum formal, dan reaktif.

3. Untuk domain APO2 atau proses menetapkan strategi
didapatkan nilai 2,25 artinya proses ini masih berada pada
tingkat kematangan Repeatable (dapat diulang) yakni
kondisi dimana organisasi telah memiliki kebiasaan yang
terpola untuk merencanakan dan mengelola strategi TI
dan dilakukan secara berulang — ulang secara reaktif,
namun belum melibatkan prosedur dan dokumen formal.

4. Untuk domain APO3 atau proses menetapkan arsitektur
instansi didapatkan nilai 2,17 artinya proses ini masih
berada pada tingkat kematangan Repeatable (dapat
diulang) yakni kondisi dimana organisasi telah memiliki
kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan
mengelola arsitektur Tl dan dilakukan secara berulang —
ulang secara reaktif, namun belum melibatkan prosedur
dan dokumen formal.

5. Untuk domain APO7 atau proses mengelola sumber daya
manusia didapatkan nilai 1,67 artinya proses ini masih
berada pada tingkat kematangan Repeatable(dapat diulang)
yakni kondisi dimana organisasi telah memiliki kebiasaan
yang terpola untuk merencanakan dan mengelola sumber
daya manusia Tl dan dilakukan secara berulang — ulang
secara reaktif, namun belum melibatkan prosedur dan
dokumen formal.

6. Untuk domain APO11 atau proses mengatur kualitas
didapatkan nilai 0,90 artinya proses ini masih berada pada
tingkat kematangan Inisialisasi/ad Hoc yakni sudah ada
beberapa inisiatif mekanisme perencanaan, tata kelola, dan
pengaturan kualitas Tl yang dilakukan, namun sifatnya
masih ad hoc, tidak konsisten, belum formal, dan reaktif.

7. Untuk domain MEA1 atau proses memonitor,
mengevaluasi, dan menilai didapatkan nilai 2,25 artinya
proses ini masih berada pada tingkat kematangan
Repeatable (dapat diulang) yakni kondisi dimana
organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk
merencanakan dan mengelola IT Governance dan
dilakukan secara berulang — ulang secara reaktif, namun
belum melibatkan prosedur dan dokumen formal.

Dari pemetaan control COBIT 5 yang dijabarkan diatas

kemudian diperoleh nilai rata — rata untuk domain APO dan

MEA adalah 1.71 artinya bahwa bidang Manajemen sistem

informasi dan komunikasi harus melakukan perbaikan

manajemen teknologi informasinya sesuai dengan domain
yang telah dijabarkan.

D. Perhitungan Tingkat Kematangan Prinsip COBIT 5
Nilai dari domain prinsip COBIT 5 yang diperoleh dari hasil
analisis tertera pada tabel 4.9 dan secara grafis dapat dilihat
pada gambar 4.2.

Tabel 4.9 Tingkat Kematangan Prinsip COBIT 5
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NO Proses Hasil Tingkat
Kematangan

1 Menetapkan struktur organisasi dan 3,00 3-Defined

informasi, dan tujuan dari setiap aplikasi Process

2 Melakukan penyesuaian kebutuhan 3,00 3-Defined

stakeholder dengan kebutuhan organisasi Process
untuk mencapai tujuan umum

3 Menetapkan tujuan khusus TI. 1,00 | 1-Initial/Ad Hoc

4 Mengatur lingkup tata kelola TI pada 1,00 | 1-Initial/Ad Hoc

semua unit, pada semua aset.

5 Penerapkan kerangka kerja tunggal 1,00 | 1-Initial/Ad Hoc

terintegrasi sebagai pedoman yang
membantu dalam mengelola organisasi

6 Mengelola prinsip dan kebijakan untuk 2,00 2- Repeatable
mengimplementasikan tindakan yang but Intuitive

diharapkan pada pedoman praktek
manajemen sehari — hari.

7 Mendeskripsikan proses praktik dan 1,50 2- Repeatable

aktivitas yang terorganisir untuk but Intuitive
mencapai tujuan tertentu, dan
menghasilkan output dalam mendukung
pencapaian seluruh tujuan TI terkait.

8 Mengatur susunan organisasi sebagai 3,00 3-Defined

kunci pengambilan keputusan. Process

9 Menetapkan aturan tentang Budaya, Etika | 1,63 2- Repeatable
dan Perilaku individu yang merupakan but Intuitive

faktor penentu suksesnya pengelolaan dan
manajemen organisasi.

10 Mengelola informasi yang merambat di 2,88 3-Defined

setiap organisasi meliputi semua Process
informasi yang dihasilkan dan digunakan
oleh instansi.
11 Mengatur layanan, infrastruktur 2,00 2- Repeatable
teknologi dan aplikasi untuk pengolahan but Intuitive
dan jasa bagi publik.
12 | Mengelola SDM dengan ketrampilan dan | 2,38 2- Repeatable
kompetensi yang memadai sehingga but Intuitive
menentukan berhasil atau tidaknya suatu
kegiatan dilaksanakan, benar atau
tidaknya kepitusan dibuat, serta tepat atau
tidaknya tindakan diambil
13 Melakukan pemisahan antara tata kelola 1,25 | 1-Initial/Ad Hoc
TI dengan manajemen.

14 Merencanakan, membangun, 2,13 2- Repeatable
menjalankan dan mengawasi aktifitas but Intuitive
yang sesuai dengan arahan bidang tata

kelola T untuk mencapai tujuan
organisasi
> Rata — Rata 1,98 2- Repeatable
but Intuitive
.00
- P
2.50 -pP2
=EP3
2,00 -
- PSs
= P6
1.50 - P7
- PS8
PO
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0.50 mea2
Pl
P14
.00
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Gambar 4.2 Grafik Prinsip COBIT 5
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Dari gambar 4.2 grafik prinsip COBIT 5 di atas menunjukan

bahwa :

1. 3,00 merupakan tingkat kematangan yang diharapkan.
Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan (to-be)
bertujuan untuk memberikan acuan untuk pengembangan
manajemen teknologi informasi di Bidang Mansiskom
Dishubkominfo.

2. Untuk atribut P1 atau proses menetapkan struktur

organisasi dan informasi, dan tujuan dari setiap aplikasi

didapatkan nilai 3,00 artinya proses ini berada pada tingkat
kematangan Defined Process(ditetapkan) bahwa organisasi
telah memiliki struktur organisasi, tujuan dari setiap
aplikais yang digunakan telah ditetapkan,

terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik di

seluruh jajaran manajemen.

Untuk atribut P2 atau proses melakukan penyesuaian

kebutuhan stakeholder dengan kebutuhan organisasi untuk

mencapai tujuan umum didapatkan nilai 3,00 artinya
proses ini berada pada tingkat kematangan Defined

Process (ditetapkan) bahwa organisasi telah menetapkan

tujuan umum, dan telah melakukan penyesuaian kebutuhan

stakeholder dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai
tujuan umum tersebut.

Untuk atribut P3 atau proses menetapkan tujuan khusus Tl

didapatkan nilai 1,00 artinya proses ini berada pada tingkat

kematangan Inisialisasi/Ad hoc bahwa instansi belum
menetapkan tujuan khusus T dan pengawasan sejumlah IT

Governance yang dilakukan sifatnya belum formal.

Untuk atribut P4 atau proses mengatur lingkup tata kelola

TI pada semua unit, pada semua aset didapatkan nilai 1,00

artinya proses ini berada pada tingkat kematangan

Inisialisasi/Ad hoc bahwa instansi belum mengatur lingkup

tata kelola T1 pada semua unit Tl yang ada, pada semua

aset yang dimiliki.

Untuk atribut P5 atau proses penerapan kerangka kerja
tunggal terintegrasi sebagai pedoman yang membantu
dalam mengelola organisasi didapatkan nilai 1,00 artinya
proses ini berada pada tingkat kematangan Inisialisasi/Ad
hoc bahwa instansi belum menerapkan kerangka Kkerja
tunggal terintegrasi sebagai pedoman yang membantu
dalam mengelola organisasi.
7. Untuk atribut P6 atau proses mengelola prinsip dan
kebijakan untuk mengimplementasikan tindakan yang
diharapkan pada pedoman praktek manajemen sehari —
hari didapatkan nilai 2,00 artinya proses ini berada pada
tingkat kematangan Repeatable but intuitive dilakukan
tetapi belum baku.
Untuk atribut P7 atau proses mendeskripsikan proses
praktik dan aktivitas yang terorganisir untuk mencapai
tujuan tertentu, dan menghasilakn output dalam
mendukung pencapaian seluruh tujuan TI terkait
didapatkan nilai 1,50 artinya proses ini berada pada tingkat
kematangan Repeatable but intuitive dilakukan tetapi
belum baku.

Untuk atribut P8 atau proses mengatur susunan organisasi

sebagai kunci pengambilan keputusan didapatkan nilai

3,00 artinya proses ini berada pada tingkat kematangan

Defined process dilakukan dan sudah baku.
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10. Untuk atribut P9 atau proses menetapkan aturan budaya,
etika, dan perilaku individu yang merupakan faktor
penentu suksesnya pengelolaan dan manajemen organisasi
didapatkan nilai 1,63 artinya proses ini berada pada tingkat
kematangan Repeatable but intuitive dilakukan tetapi
belum baku.

Untuk atribut P10 atau proses mengelola informasi yang
merambat di setiap organisasi meliputi semua informasi
yang dihasilkan dan digunakan oleh instansi didapatkan
nilai 2,88 artinya proses ini berada pada tingkat
kematangan Defined process dilakukan dan sudah baku.
Untuk atribut P11 atau proses mengatur layanan,
infrastruktur teknologi dan aplikasi untuk pengolahan dan
jasa bagi publik didapatkan nilai 2,00 artinya proses ini
berada pada tingkat kematangan Repeatable but intuitive
dilakukan tetapi belum baku.

Untuk atribut P12 atau proses mengelola SDM dengan
ketrampilan dan kompetensi yang memadai didapatkan
nilai 2,38 artinya proses ini berada pada tingkat
kematangan Repeatable but intuitive dilakukan tetapi
belum baku.

. Untuk atribut P13 atau proses melakukan pemisahan antara
tata kelola Tl dengan manajemen didapatkan nilai 1,25
artinya proses ini berada pada tingkat kematangan
Inisialisasi/Ad hoc dilakukan tetapi tidak ada prosedur.
Untuk atribut P14 atau proses merencanakan, membangun,
menjalankan, dan mengawasi aktifitas yang sesuai dengan
arahan bidang tata kelola TI untuk mencapai tujuan
organisasi didapatkan nilai 2,13 artinya proses ini berada
pada tingkat kematangan Repeatable but intuitive
dilakukan tetapi belum baku.

Dari Prinsip COBIT 5 yang dijabarkan diatas kemudian
diperoleh nilai rata — rata untuk 14 ( empat belas) atribut
diatas yaitu 1.98 artinya bahwa bidang manajemen sistem
informasi dan komunikasi harus melakukan perbaikan
manajemen teknologi informasinya sesuai dengan prinsip
yang telah dijabarkan.

11.

12.

13.

14

15.

VI. KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Pemerintahan Provinsi Maluku Utara perlu melakukan
perbaikan manajemen sistem informasi dan komunikasinya.
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